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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, Menteri atau
pejabat yang ditunjuk mengesahkan rencana pengelolaan
hutan jangka panjang yang disusun oleh Kepala Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH);

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.46/Menhut-1I/2013 telah  ditetapkan tata cara
pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi;

c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan serta
mempertimbangkan perubahan organisasi Kementerian

Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan
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Mengingat

Kehutanan, diperlukan penyempurnaan Peraturan Menteri
Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan
Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan

Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
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130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5432);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4814);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah
diubah dengan Kepurusan Presiden Nomor 79/P Tahun

2015;
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Menetapkan
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13.

14.

15.
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17.

18.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
17);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-11/2009
tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan
Hutan (KPH) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 14);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-11/2010
tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan
pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62);
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-
II/2010 tentang Sistim Perencanaan Kehutanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-
II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional
(RKTN) Tahun 2011 - 2030 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 381);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-11/2012
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan
Tingkat Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
713);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGESAHAN RENCANA
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PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan
lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi
pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang
satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan
oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya
sebagai hutan tetap.

Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata
hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan,
rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan
konservasi alam.

Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH
adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi
pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara
efisien dan lestari.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut
KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau
sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung.
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi selanjutnya disebut
KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau
sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi.
Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada
Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun oleh Kepala
KPH, berdasarkan hasil tata hutan dan rencana
kehutanan, dengan memperhatikan aspirasi, peran serta

dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan,



